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BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR /7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sebagai penjabaran
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang
memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan
tahun 2015, disusun berdasaran hasil Musrenbang
Kecamatan, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang
Penyusunan RKPD tahun 2015;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneia Nomor 4355);



10,
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12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2015;



15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2013-1018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2013 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2015.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

@ ND

10.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, merupakan
penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat.



11.

12.

13«

14.

15.

16.

17.

(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
SKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD untuk
periode S (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun
2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode
perencanaan tahun 2015.

Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.

Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

Kebjjakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Tahun 2015, bertujuan:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah
maupun antar tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendaian dan pengawasan;

d. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;

e. menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan
kegiatan proses sesuai dengan RPJMD;

f. menjamin komitmen bersama masyarakat terhadap program dan
kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakholder pembangunan
daerah dalam Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten; dan

g meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan
pembangunn schingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian
Visi Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya,
serta memiliki Daya Saing.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;

b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; dan

c. Pemerintah Daerah dalam meyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belana Daerah Tahun 2015.

/l'



BAB III
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2015, sebagai berikut:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Evaluasi Hasil Pelaksanaa RKPD Tahun 2013 dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;

c. BABIII Rancangan Keranga Ekonomi Daerah dan Kerangka
Keuangan Daerah;

d. BABIV Sasaran Pembangunan Daerah;

e. BABV Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2015;
f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

upati melalui ang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawa

1) Bupati lalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya b ggungj b
dalam  bidang perencanaan pembangunan daerah  melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang
pelaksanaan RKPD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan
perubahan lingkungan strategis.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD ini dapat dilaksanakan perubahan atau revisi menyesuaikan
perkembangan dan dinamika penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

Diundangkan di Sungal Rayd
'pada {2362l i1 20! )
'SEKRETARIS DRERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEINBYAUWIK
BERITA DAERAH KAPUPATEN KUBU RAYA
TAHUN,.ooo @Yo NGHIOR v o

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2§ Mei 2014

BUPATI KUBU RAYA,L
(\...

—
; RUSMAN AL




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR // TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kchadirat Allah SWT atas Rahmat
dan Kekuatan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2015.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang dipcrsiapkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah Kabupaten Kubu Raya scbagai instrumen percncanaan
di tingkat daerah. Berbagai program/kegiatan yang terangkum dalam
dokumen RKPD ini merupakan hasil koordinasi antar Instansi Pemerintah dan
partisipasi  scluruh  pclaku  pembangunan  melalui Forum Masyarakat
Perencana Pembangunan yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga
tingkat Kabupaten. Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 ini
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Mcenengah Dacerah (RPJMD)
Kabupaten Kubu Raya 2009-2014 serta mengacu pada RPJMD kedua
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, scsuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Dengan  tersusunnya Dokumen  RKPD  ini diharapkan  dapat
mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara
keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

berbagai kegiatan pembangunan sccara umum.

Sungai Raya, 2014
_BUPATI KUBU RAYA A

) ) ] {
Diundangkan di Su?al Raya

) qai.....28..M1.2'
ada targgal..... 7 R.... 1L
ngKRETzRis DAERAH KABJPATEN KUBL RAYA KWQ

g T
f RUSMAN AL

HUSEINISYAUWIK
BERITA DAERAH
mn....&;l.zy. ..... NOMOR....... z,e .......... "
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan
yang mendukung koordinasi  antar peclaku  pembangunan, menjamin
terciptanya intcgrasi, sinkronisasi dan sincrgi baik antar dacrah, antar ruang,
antar waktu, antarfungsi pcmerintah maupun antara Pusat dan Daerah,
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan  dan  pcengawasannya  serta mengoptimalkan  partisipasi
masyarakal. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan
sumber daya secara cfisicn, clektif, berkcadilan dan berkelanjutan. Dalam
rangka mewujudkan hal-hal tersebut, maka perencanaan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Barat di susun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka

panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan  pembangunan  tahunan scbagai  penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Dacrah (RPJMD). Dokumen RKPD yang
disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
kebijakan keuangan dacrah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung olch pemerintah daerah
maupun yang ditcmpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya, RKPD menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 mcrupakan pclaksrmman
tahun terakhir RPJMD [ Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan
sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD [l Kabupaten Kubu Raya tahun
2014 - 2019 atau Tahap Il dari RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029,
dimana prioritas pcmbangunan masih dititik beratkan pada peningkatan dan
pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM), pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan tata kelola pemerintahan.

Penyusunan RKPD ini memperhatikan hasil kinerja pembangunan
yang tclah dicapai pada tahun scbelumnyva, kondisi yang ada, isu strategis

yang akan dihadapi dalam pclaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergi



antar scktor dan antar wilayah, memperhatikan koordinasi antar SKPD serta
berbagai pihak, baik akadcmisi, DPRD, lembaga kcemasyarakatan non
Pemerintah, tokoh masyarakau serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh
karena itu, proses penyusunan RKPD Tahun 2015 dilakukan melalui
mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi,
serta  memperhatikan hasil Musrcnbang di tingkat Nasional, termasuk
penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Dacrah (Forum SKPD) yang
menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam hubungannya dengan keterkaitan antar dokumen perencanaan
serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat digambarkan
melalui proses scbagai berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
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Penyusunan RKPD dilaksanakan meclalui beberapa tahapan yaitu:
persiapan  penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD;
penyusunan rancangan RKPD; peclaksanaan  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrcnbang) RKPD; pcrumusan rancangan akhir RKPD; dan
penetapan RKPD, dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, bottom-up dan top-dowon.



Pendekatan tecknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berfikir ilmiah olch lembaga atau satuan kerja yang sccara
fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan
belanja dan percncanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi

dengan pemangku kepentingan di dalam penyusunan RKPD Tahun 2015.

Proses partisipatil  dilakukan dengan  mengikutsertakan  sceluruh
pemangku kepentingan  pembangunan  antara  lain melalui - mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up
dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
dan Nasional. Scdangkan proscs top-down antara lain diimplementasikan

dalam bentuk Dedicated Program.

1.2 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah  mengamanatkan  adanya penyempurnaan — sistem
perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan
mekanisme maupun tahapan pcelaksanaan musyawarah perencanaan di
tingkat pusat dan dacrah. Kctiga peraturan perundang-undangan dimaksud
mengamanatkan agar Pemerintah Daecrah menyusun RKPD yang berfungsi

sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Scecara lengkap pceraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

=

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik



10.

.

12.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

2,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Kcuangan
antara Pemcerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik  (Lembaran Ncgara Rcepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemcrintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemcrintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daecrah Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemecrintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pcmerintah Nomor 8  Tahun 2008 (centang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian  dan [Cvaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara chublik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 5§ Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kecuangan Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pclaksanaan Rencana

Pembangunan Dacrah;



24. Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Perencanaan
Pembangunan  Nasional/Kepala Badan  Perecncanaan  Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyclarasan
Rencana Pembangunan  Jangka Mcencengah Dacrah  (RPJMD) dengan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20134 tentang Pedoman
Penyusunan, Pcngendalian dan Evaluasi Rcencana Kerja Pembangunan
Dacrah Tahun 2015;

26. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

27.Peraturan Dacrah Kabupaten Kubu Rava Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pcemerintah yang Mcenjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Kubu Raya.

28. Peraturan Dacrah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2009-2014.

29. Peraturan Dacrah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Struktur Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Kubu Raya

30. Peraturan Dacrah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2009-2029. (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009 Nomor 16);

31.Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 85 Tahun 2009 tentang Struktur
Organisasi,Tugas Pokok, [Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Dacrah merupakan penjabaran dari
RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD.
Selain itu RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen

>

perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun dacrah. Oleh karena itu,
dalam penyusunannya RKPD  Kabupaten Kubu Raya juga mengacu,
memperhatikan, dan diserasikan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi
Kalimantan Barat, dalam rangka sinkronisasi pcrencanaan pembangunan
daerah denean pusal melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan

o & o
Musrenbang). Sinkronisasi vang dimaksud terutama dalam hal penctapan

g van |

prioritas pembangunan daerah yvang relevan dengan provinsi maupun pusat.



Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan
pembangunan sccara nasional, dengan tctap memperhatikan kondisi, potensi

serta dinamika perkembangan dacrah, nasional dan global.

Penjabaran RPJPD kcdalam RPJMD dan kemudian kedalam RKPD
bertujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan yang lerpadu. Selanjutnya
Dokumen RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan
sebagai landasan dalam pcnyvusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.
Dengan diacunya RKPD dalam penyusunan RAPBD dimaksudkan agar
terwujudnya keterpaduan antara sistem  perencanaan  pembangunan  dan

sistem kcuangan ncgara.

Keterkaitan antar dokumen RKPD dan dokumen lainnya dalam sistem
perencanaan pembangunan dan sistem kcuangan ncgara dapat dilihat pada

bagan berikut:

Gambar 1.2 Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP sampai APBD
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1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 adalah:
1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan,;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar dacrah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemcrintahan

maupun antar tingkat pemerintahan;

w

Terwujudnya  kesclarasan  dan  konsistensi antara  perencanaan,

cnganggaran, )clzlksanazm, ﬁ)(,‘l]"(,‘ndl'llié.ln d'cll'] DCnNngawasan,
fete] o > ’



4. Tercapainya pcmanfaatan sumbcerdaya sccara chsien, cfcktf, berkeadilan
dan berkclanjutan;

5. Mewujudkan dan mensclaraskan arah perencanaan dengan pemilihan
program dan kegiatan prioritas sesuai dengan pedoman RPJMD Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2014-20109;

6. Menjamin komitmen bersama masyarakat terhadap program dan kegiatan
yang telah discpakati oleh secmua stakcholder pembangunan daerah dalam
Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten;

7. Meningkatkan  kinerja  kelembagaan  daecrah  dalam  pelaksanaan
pembangunan schingga dapat mempercepat proses peningkatan  taraf
hidup dan kescjahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi
“Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis dan berbudaya serta memiliki
daya saing”

8. Menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan
menyusun Renja scsuai dengan  prioritas dan kemampuan keuangan

dacrah.
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
Mengemukakan Pengertian ringka tentang RKPD, Proses Penyusunan
RKPD, Kcdudukan RKPD tahun 2015 dalam RPJMD, Kecterkaitan

antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja

SKPDserta Tindak lanjutnya dalam proscs penyusunan APBD.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Tujuan

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Menjclaskan tentang  cvaluasi kinerja  pembangunan dacrah  dan
evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2013 dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah.

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
1.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013

1.3 Permasalahan pembangunan Daerah



EAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjclasan  tentang  kerangka ekonomi daerah beserta
pendanaan mecencakup kondisi ckonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, tantangan dan prospek perckoﬁomian daerah tahun
scbelumnya dan tahun berjalan, arah kebijakan ckonomi daerah dan
analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Dacrah serta arah
Kebijakan Keuangan Daerah.
1.1 Kerangka Ekonomi Daerah
Mcnjelaskan tentang kondisi ckonomi tahun lalau dan perkiraan
tahun bcerjalan yang memuat indicator pertumbuhan ckonomi
daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program
dan mewujudkan visi dan misi kepala dacrah, serta isi strategis
dacrah scbagai payung untuk pcrumusan program prioritas dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
rencana.
1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini mcmbahas proycksi pendapatan dan belanja dacrah
tahun 2015 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan

pcmbangunan kabupaten Kubu Raya.

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V

Mengemukakan prioritas dan sasaran pembangunan dacrah yang
ingin dicapai tahun 2015 baik yang merupakan sasaran indicator
makro pembangunan maupun sasaran-sasaran berdasarkan bidang-
bidang pcmbangunan.

PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Mcngemukakan sccara  cksplisit rencana  program  dan  keglatan
prioritas dacrah yang disusun berdasarkan cvaluasit pcelaksanaan
RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak
pecmbangunan dacrah dan nasional, rancangan kcrangka ckonomi
dacrah bescerta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah

kebijakan pembangunan dacrah tahun 2015.

BAB VI PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi

Secara Geografi, Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya
Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00 13’ 27” Lintang Utara
sampai dengan 1900’ 15” Lintang Selatan dan 1090 02’ 47”sampai dengan 1090
58’ 17” Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kubu Raya secara administratif

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten

Pontianak, dan Kabupaten Landak.

b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten

Ketapang.
c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara.

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Natuna

Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan danl17 desa, dengan
luas wilayah mencapai 6.985,24 km2. Dari 9 kecamatan pada akhir tahun
2013, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batu
Ampar, dengan luas +2.002,70 Km2 atau 28,67persen dari luas wilayah
Kabupaten Kubu Raya, dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah
Kecamatan Rasau Jaya yaitu +111,07 Km2 atau 1,59 persen dari luas wilayah

Kabupaten Kubu Raya. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada tabel 2.1 di

bawah ini :
TABEL 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan

No Kecamatan Ibukota Luas (Km2) Pers(t:/zl)tase
1 | Batu Ampar Padang Tikar 2.002,70 28,67
2 | Terentang Terentang 786,40 11,26
3 | Kubu Kubu 1.211,60 17,35
4 | Teluk Pakedai Teluk Pakedai 291,90 4,18
S | Sungai Kakap Sungai Kakap 453,17 6,49
6 Rasau Jaya Rasau Jaya 111,07 1,59
7 | Sungai Raya Arang Limbung 929,30 13,30
8 | Sungai Ambawang Ambawang Kuala 726,10 10,39
9 | Kuala Mandor B Kuala Mandor 473,00 6,77
Kabupaten Kubu Raya 6.985,24 100

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2012

I1-1



2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2012 penduduk
Kabupaten Kubu Raya scbesar 522.174 jiwa, Jika dibagi dengan luas wilayah
Kubu Raya yang cukup luas yvakni 6.985,24 Km2, maka kcpadatan penduduk
tercatat sebesar 75 jiwa per Km?2.

Laju Pertumbuhan Pcnduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2009 scbesar
1,64%, tahun 2010 schesar 2,15%, tahun 2011 scbesar 2,05% dan tahun 2012 2,14%.
Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2008-2012, dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012

i Laju Pertumbuhan
No Kecamatan Sumlalh Fewdndnk jOrang! Kwe) Ppenduduk/Tahun (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

I |Batu Ampar 32.008 32.533 33: 113 33.0060 34,252 1,64 1,78 1,65 1.76
2 |Terentang 9.832 10.011 LG 177 LO.3%5 10.584 1,82 |,66 1,95 2.01
3 [Kubu 35.804 306. 140 36.469 36.829 37.252 0.94 0,91 0,99 .15
4 |Teluk Pakedai 18.168 18.467 18.767 19.0064 19,404 1,65 1,62 1,58 1.78
5 |Sungai Kakap 97.0206 99.084 101.200 | 103.966 106.846 2,12 2,14 2,73 2,77
6 [Rasau Jaya 22.441 22.960 23.499 24.084 21.691 2,31 2,35 2,49 2,52
7 |Sungai Raya 181.507 | 184.233 | 188.014 | 191.929 196.102 1,5 2,05 2,08 2,17
Sungai Ambawang 62.369 63.404 | 65.879%) | 67.207%) 68.616 1,66 3,9 2,02 2.10

9 |[Kuala Mandor B 23.332 23.579 23.852 24.121 24.327 1,05 117 1;13 1,27
Jumlah 482.487 490.408 500.970 S11.235| 522.174 1.64 2,15 2,05 2,14

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya,2013

*) Tidak Termasuk Warga Perumanas 1V

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi ckonomi di suatu dacrah/wilayah dalam
suatu periode tertentu. PDRB didceflinisikan scbagai jumlah nilai tambah (Value
added) yang dihasilkan oleh scluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan olch scluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu
daerah/wilayah. Sccara kuantitatilf PDRB mecrupakan agregate nilai tambah
seluruh sektor ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun, oleh karena itu PDRB
dihitung atas dasar harga berlaku (at current price) dan PDRB atas dasar harga
konstan (at constant price). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk
melihat perubahan struktur ckonomi, scdangkan PDRB atas dasar harga
konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan riil.

Dalam pengertian lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu
dacrah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinnya. Dengan

demikian, nilai PDRB yang dihasilkan olch masing-masing daerah/wilayah
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sangat tergantung pada potcnsi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
tcknologi (faktor produksi) di dacrah/wilayah terscbut. Kondisi terbatasnya
sumber daya alam dan penyediaan  faklor-faktor produksi tersebut
menycbabkan besaran PDRB - bervariast antar  dacrah/wilayah.  Pada
prinsipnya, ada tiga mctodc pendckatan untuk menghitung PDRB, yakni

pendekatan Produksi, pendekatan Pendapatan dan pendekatan Pengeluaran.
Metode pendckatan Pengeluaran biasanya dikenal dengan PDRB  menurut
penggunaan. Dari tiga mctode terscbut diatas, hasil perhitungan akan
merupakan angka yang relatifl sama. Dengan demikian, jumlah pengeluaran
akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (pendekatan
Produksi) dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima dari

balas jasa faktor-lfaktor produksi (pendekatan Pendapatan).

1. PDRB Atas Harga Berlaku

PDRB Kabupaten Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2013 atas dasar harga
berlaku adalah scbesar Rp. 12.608.827,76 atau meningkat 12,29 % jika
dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 11.204.861,88. Nilai PDRB
ini disusun berdasarkan 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Nilai
dan kontribusi scktor yang memiliki nilai besar akan memberikan kontribusi
besar terhadap PDRB Kabupaten begitupun sebaliknya.

Di lihat dari nilai dan kontribusi scktor dalam PDRB Tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku dapat digambarkan pada tabcel

2.3 dan tabel 2.4 schagai berikut di bawah ini:

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 (jutaan)

2009 2010 2011 2012 2013
No Sektor /
Subsektor Jml (Rp) Jml (Rp) Jml (Rp) Jml (Rp) Jml (Rp)
1 Pertanian 1.582.139,42 1.661.105,83 1.862.353,78| 2.016.346,74] 2.159.191,12
2 Pertambangan - . e - -
39.285,2 15.528,5¢ 51.888 ) 24

dan Penggalian EILAGD.2F 19.028,00 21.658:40 62.8006,30 L 7.00

3 | Industa 3.167.052,55 1.160.676,97 1.518.793,81| 1.958.891,72| 5.566.211,02
Pengolahan

4 Listrik, Gas dan 36.750.15 39.100,86 57.228,00 65.639,04 80.394 28
Air Bersih

S Bangunan T1.365,70 137.118,01 281.830,24 359.860,00 456.713,31

6 Perdagangan,
Hotel dan 1.105.902,36 1.539.314.30 1.687.227,52]  1.921.911.,68] 2.105.105,59
Restoran

¥ || Phuptaghvlin dan 531.880,35 686.827,69 849.153,36| 1.039.745,69] 1.272.500,14
1\omuu1k831

8 Keuangan,
Persewaan & Jasa 169.175,82 187.366,35 234.380,12 281.158,28 330.401,55
Perusahaan

9 | Jasa jasa 305.021,69 313.132,94 392.746,34 498.466,13 566.463,75)
Jumlah Total 7.614.573,31 | 8.800.531,53 | 9.968.601,17/11.204.861,88|12.608.827,76

Sumber: BPS Kabupaten Kubiu Kaya, 2013
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Tabel 2.4

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Mcnurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
No Sektor / Subsektor
/ (%) (%) (%) (%) (%)
1 Pertanian 20,77 18,91 18,68 18,00 17,138
el hbangan deé )
2 | | e tem e g e 0,52 0,52 0,52 0,56 0,57
Penggalian
3 Industri Pengolahan 45,53 47,36 45,63 44,26 4415
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,48 0,45 0,57 0,59 0,64
S5 | Bangunan 1,02 1,57 2,86 3,21 3,62
6 Perdaganga.xn, lotel dan 18.46 17.52 16.93 17.15 16.70
Restoran
7 Pengangkutan dan ; = & > .
e . 6,98 7,82 8.52 9,28 10,09
Komunikasi
{cuangs: Persewas b Jasi
8 Keuangan, Perscewaan & Jasa 5 99 192 .35 2,51 262
Perusahaan
9 | Jasa -jasa 4,00 3,90 3,94 4.45 4 .49
Jumlah Total 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya,2013

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama lima tahun
terakhir cenderung berflluktuasi,

tabel 2.5 dan tabel 2.4 diatas sclama tahun 2009-2013, pada

demikian juga dengan scktor-sektornya.

Berdasarkan

tahun 2013 scktor immdustri memberikan kontribusi terbesar

PDRB

pengolahan

dalam pembentukan atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar Rp.

5.566.211,02 dengan nilai kontribusi scbesar 44,15% sedangkan PDRB terkecil
adalah PDRB Scktor dan Rp.
71.247,00 dengan nilai kontribusi 0,57%.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Pertambangan Pcnggalian  yaitu sebesar

PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan tahun 2000 (HK)
tahun 2009-2013 mecngalami tren peningkatan dart Rp. 4.647.308,00 pada
tahun 2009 menjadi Rp 5.989.616,98 pada tahun 2013. Selama tahun 2009-
2013, scktor industri pengolahan memberikan  kontribusi terbesar dalam
pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti olch scktor pertanian,
sektor perdagangan, hotel dan restoran, scktor pengangkutan diikuti sektor
Jjasa-jasa. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi
dapat digambarkan pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 (jutaan)

Sektor / 2009 2010 2011 2012 2013
No
Subsektor Jml (Rp) Jml (Rp) Jml (Rp) | Jml (Rp) | Jml (Rp)
1 Pertanian 922.300,07 077.880,61 1.039.780,15 1.089.036,39[ 1.150.712,19
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Pertambang: . ) A .

2 SESERIIEREaE 18.835,67 20.578,83 22.260,12 21.360,32 25.330,13
dan Penggalian
Industri - o , , .

3 naustr 2.151.578,52 | 2.265.932,13 | 2.366.766,11 | 2.458.679.69] 2.570.472,59
Pengolahan

g | Listrik, Gas dan 24.907 95 25.101,02 28.793,80 32.247.91 35.852,61
Air Bersih

5 | Bangunan 10.608,8! 51.356,77 65.011,39 73.590,64 82.4131,88
Perdagangan,

6 Hotel dan 787.238.17 816.002,11 853.916,21 909.192 .21 910.108,51
Restoran

o | Pengangkutan 382.307 24 138,909,061 514.445,99 620.357,59 745.860,29
dan Komunikasi
Keuangan,

g | Persewaan & Jasa 103.159,97 107.979,89 117.262,52 129.724,63 113.717,94
Perusahaan

9 | Jasa -jasa 212.982,30 229.911,99 249.759,52 272.301,85  295.130,85
Jurniah Tetai 4.647.308,00 | 4.936.652,99 | 5.258.029,11 | 5.609.791,26| 5.989.616,98

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya,2013

Tabel 2.6

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Mcnurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kubu Rava Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
No Sektor / Subsektor (%) (%) (%) (%) (%)
1 Pertanian 19,85 19,81 19,78 19,41 19,21
2 Pertamf.)angan dan 0.41 0.42 0.42 0.43 0.42
Penggalian
3 | Industri Pengolahan 40,36 45,90 45,01 43,83 42,92
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,54 0,51 0,55 0,57 0,60
S Bangunan 0,87 110 1,24 131 1,38
6 Per(iaigalngeln, Iotel dan 16,94 16.53 16,24 1621 15,70
Restoran E
7 Pengangkut.em dan 8.23 8.89 9.78 11,06 12.45
Komunikasi
oc ersewae %W Jase ) )
8 | Keuangan, Perscwaan & Jasa 203 2.19 2.23 2.31 2.40
Perusahaan
9 Jasa -jasa 4,58 4,66 4.75 4 85 4 93
Jumlah Total 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya.201.3

Dari tabel 2.5 dan tabcel 2.6 menggambarkan bahwa dalam kurun waktu
lima tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan riil meskipun tidak terlalu
besar tetapi cukup menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan
hanya peningkatan yang discbabkan olch harga yang jauh meningkat atau
tingkat inflasi yang terjadi.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu
kelompok scktor Primer, kelompok Scktor Sckunder dan kelompok Sektor
Tersier. Kclompok Scktor Primer  terdiri dart scktor  Pertanian  dan
Pertambangan, Keclompok scktor Sckunder terdiri dari sektor industri
pengolahan, scktor listrik, gas dan air bersih scerta scktor konstruksi dan
bangunan, scdangkan kclompok scktor tersier terdiri dari 4 (ecmpat) scktor

lainnya yaitu scktor perdagangan, hotel dan restoran, sekior pengangkutan
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dan komunikasi, scktor kcuangan, pcrscwaan dan jasa pcerusahaan serta
sektor jasa-jasa lainnya.

Dari tabel di atas, kelompok scktor sckunder memegang dominasi paling
kuat dalam struktur ckonomi Kabupaten Kubu Raya atau dapat dikatakan
struktur ckonomi Kabupaten Kubu Raya adalah struktur ckonomi modern

yang tidak lagi berbasis primer atau sektor tradisional.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita mcerupakan salah satu indikator ckonomi yang sering
dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat
kemakmuran/kescjahtecraan masyarakat dalam suatu dacrah secara makro.
Nilai ini diperolch dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu wakiu
tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yangbersangkutan.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya sclama tahun 2009-
2012 cenderung sclalu meningkat. PDRB perkapita Kabupaten Kubu Raya

meningkat tajam scbagaimana terlihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012

Jumlah " PDRB per PDRB per
Tahun Penduduk P‘;:‘;;“ub;‘uh;“ kapita AI;)Hb kapita AI;JHk
2008 482.487 1,71 13.915.200,51 | 8.061.812,01
2009 490.408 1,90 15.318.175,90 | 9.232.096,24
2010 500.970) 2,15 17.566.983,11 | 9.854.188,85
2011 511.235 2,05 19.518.618,97 | 10.284.955 27
2012 522.174 2,14 21.458.099,94 | 10.743.145,50

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya,2013

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Penghitungan laju pertumbuhan ckonomi Kabupaten Kubu Raya pada
tahun 2013 ini adalah yang keenam scjak terbentuk menjadi Kabupaten baru.
Kabupaten Kubu Raya adalah mcrupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak
yang merupakan kabupaten induk, dimana Kabupaten Kubu Raya memiliki
Jumlah kecamatan 9 dan beribukota di Sungai Raya. Walaupun penghitungan
PDRB kabupaten Kubu Raya baru dilakukan sebanyak empat kali namun
tetap menggunakan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ckonomi Kabupaten
Kubu Raya tahun 2013 tercatat schesar 6,77 persen yvang sedikit lebih tinggi

jika dibandingkan dengan tahun lalu yvang mencapai 6.69 persen.
o < o ) ’
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Berikut ditampilkan laju pertumbuhan ckonomi Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2008-2013.
Tabel 2.8

Laju Pecrtumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2008-2013

Tahun Kabupaten Kubu Raya T
(%)

2008 5,02
2009 587

2010 6,23

2011 6,51

2012 6,69

2013* e, Fr

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 201.3.%) Data Sementara

C. Inflasi.

Inflasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat sejak

Tahun 2007 hingga Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2008-2013

Kai'i)iiipatéximkiuibuiRégré | Provinsi Kalimantan Barat |

Tahun

; (%) (%)
2008 8,60 11,19

2009 | 4,35 , 491
2010 8,80 5,85

2011 6,46 4,91

2012 80" 6,62*

2013 9,39** - - 9,48**

Sumbe: BPS KEUT)?TI(‘)TR:/I?H vRuyu.i 2013
*) Data Sementara
*¥) Data sangat sementara

Laju Inflasi Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2013 sebesar 5,39 persen
menunjukkan angka Icbih tinggi jika dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 5,25
persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan angka inflasi antara
lain kenaikan harga BBM yang berdampak pada tingginya harga-harga
komuditas di Kabupaten Kubu Raya scbagai akibat meningkatkan biaya faktor

produksi.

D. Indeks Williamson (Williamson Index)

Pengukuran kesenjangan  regional melalui pendckatan indeks akan
digunakan berdasarkan analisis CVw (CV Williamson). Indeks CVw digunakan
untuk  mengukur  kesenjangan pendapatan regional, khususnya pendapatan

dalam pengertian indikator PDRB per kapita. Kescenjangan ckonomi antar
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wilayah menurut analisis CVw, menunjukan kondisi kesenjangan wilayah
dalam Provinsi Kalimantan Barat kecenderungan  meningkat, hal tersebut

diperlihatkan dengan nilai CVw dari tahun ke tahun.

Gambar 2.1 Indck Williamson

e Berkcmbangnya}
kawasan Kabupaten Kubu
Raya ini didukung olch
keberadaan pusat kota

[RIE

utama yang menjadi Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) di
Provinsi Kalimantan Barat.
Poros Pontianak-Mempawah

di utara berpotensi

berkembang Icbih cepat dari sisi penduduk dan ckonomi dibandingkan dengan
kabupaten lainnya, sebagian besar karena dorongan perkembangan
konstruksi, manufaktur, perdagangan, jasa, pengeluaran pecmerintah, dan
bahan bangunan. Bahan bangunan adalah muatan utama dari Mempawah ke
Pontianak. Rute itu kemungkinan besar calon yang kuat untuk jalan tol. Poros
timur Pontianak-Tayan dilayani dengan baik sckali olch angkutan sungai. serta
koridor selatan Trans Kalimantan ke tenggara, dan koridor utara yang
menghubungkan Kabupaten Sanggau  dan kabupaten  di wilayah hulu.
Schingga Kabupaten Kubu Raya menikmati manfaat dari dampak pendapatan
akibat peningkatan permintaan akhir atas output seluruh sektor yang lalu
lintas di Provinsi Kalimantan Barat. Dari analisis Klassen pada tahun 2011,
Kabupaten Kubu Rava, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten
Ketapang masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh.

Posisi letak Kabupaten Kubu Rava pada kwadran 11 typclogi Williamson, dapat
dipahami mecngingat  Kabupaten  Kubu Raya mcrupakan dacrah baru
pemekaran dan sccara geogralis berada pada daerah hinterland Kota
Pontianak. Kondisi lctak strategis tersebut menjadi Kabupaten Kubu Raya
menjadi dacrah perlintasan baik daratan maupun moda transportasi sungai,
yang menjadi pembangkit kegiatan ckonomi ikutan di sckior perdagangan dan
jasa serta aklivitas investasi baru lainnya vang menopang kegiatan ekonomi
produktif di Kabupaten Kubu Raya. Sementara Kabupaten Melawi, Kabupaten
Sekadau dan Kabupaten Landak terletak di kuadran [, artinya sccara ekonomi
menjadi daerah berkembang cepat. Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kayong

Utara terletak di kuadran 1V, artinva sccara ckonomi diklasiflikasikan sebagai
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daerah lambat berkembang/maju. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten
Sambas, terletak di kuadran 1ll, artinya sccara ckonomi diklasifikasikan

sebagai daerah maju tapi tertekan.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas [okus kescjahteraan sosial dilakukan terhadap
beberapa indikator sosial, yang mencakup: (A) Indeks Pembangunan Manusia
(IPM); (B) Indcks Pembangunan Gender (IPG) dan Indcks Pemberdayaan
Gender (IDG); (C) Kemiskinan; dan (D) Rasio Penduduk yang Bekerja.
Gambaran rincian terhadap fokus kescjahteraan sosial di Kabupaten Kubu

Raya, secara umum adalah scbagai berikut:

A. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development menurut
UNDP didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM
adalah salah satu alat untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari
suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu :

» hidup yang schat dan panjang umur yang diukur dengan harapan

hidup saat kelahiran

» Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang

dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar |,
menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

~ standard kchidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari

produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Manflaat indeks ini adalah untuk mengetahui bahwa suatu wilayah
tergolong wilayah yang maju, berkembang atau  terbelakang, sckaligus
mengukur pengaruh kebijaksanaan ckonomi terhadap kualitas hidup. Semakin
tinggi nilai IPM mencerminkan pencapaian pembangunan manusia semakin
baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya tahun 2012
menempati peringkat 11 dari 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.
Gambaran rangking IPM Kabupaten Kubu Raya Dapat dilihat pada tabel 2.12
sebagai berikut :

Tabel 2.10

Rangking Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya terhadap
Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

IPM Kabupaten Kubu Peringkaz IPM di Propinsi
Tahun .
Raya Kalimantan Barat
2008 66,31 . 11

2009 66,77 ‘ I | o
- 2010 67,56 9 i

2011 68,06 10

2012 68,86 . 11

Sumbe: BPS 1((41)11;)}4?(_11 7(717417);_/@1]/(!. 2013
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Pencapaian  Indeks  Pembangunan Manusia  dan Komponennya di
Kabupaten Kubu Raya terhadap Kabupaten Kota di Kalimantan Barat Tahun

2011-2012 digambarkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten
Kota Propinsi Kalimantan Barat
Tahun 2011-2012

Ari ka N ) Pdn Ve-h-lara'
g Angka Melek Rata-Rata eng o
Harapan per Kapita
" Huruf Lama Sekolah A 3 IPM
Provinsi | Hidup | T | T | disesuaikan |
Tahun Persen Tahun Ribu Rupiah
2011 | 2012 | 2011 | 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
;";lr‘::am“” 66,75 | 66,92 | 9051 | 91.13 | 6.89 7.14 635,85 | 638,82| 69,66 70,31
S 61,48 | 61,69 | 9155 | 90157 | 6.20 6.21 627,35 | 630.69| 65.80 66,19
Bengkayang | 68.97 | 69,11 | 8872 | 8950 | 06,50 0,51 | 600688 | 609.85| 67,98 68,50
Lanidal 65,70 | 65,93 | 92,51 | 9385 | 7.26 7.54 611,58 | 617,92| 68.16 69,05
Bomtianalk 67,30 | 67,36 | 89,91 | 9025 | 6.56 6,57 620,01 | 632,20| 69,07 69,12
Sanggau 68,71 | 68,91 | 89,08 | 9050 | 6,51 6,63 | 617,76 | 620,76| 68,97 69,50
Ketapang 67,66 | 67.87 | 91,36 | 9139 | 6.42 6,51 617,92 | 620,77| 68,63 69,05
Sintarg 68,53 | 68,71 | 90,51 | 9055 | 6,65 6,68 | 613,68 |616,69| 6877 69,14
ﬁi‘;‘;as 66,67 | 66,75 | 92,64 | 9264 | 7.8 718 | 636,89 | 638.05| 70,38 70,52
Sl dian 67,37 | 67,39 | 90,15 | 91.61 | 6.34 6,83 | 609,81 | 613,16| 67.52 68,47
Melawi 67,76 | 67,89 | 92,40 | 9244 | 7.25 7.28 | 610,77 | 614,75| 69,01 69,39
S?;'aaong 66,28 | 66,00 | 8831 | 8834 | 5.73 581 | 609,13 |612,56| 65,75 66,19
sl
Kubu Rava | 66.37 | 6643 | 8830 | 89.07 | 0,68 7.11 62622 | 629.72| 68.06 68,86
lr::)):ihnak 67,97 | 6758 | 9502 | 9573 | 945 9,85 | 612,97 | 64546| 7343 7421
<l -
S.O;zk ng | 6700 | 07.16 | 8960 | 0025 | 7.4 750 | 622,81 | 626,11 6921 69,77
1 awa

Sumber : BPPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Dari Tabcel diatas dapat dijelaskan scbagai berikut :

e Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program keschatan dan program pembangunan sosial
ckonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup
penduduk dari suatu ncgara. Mcningkatnya pcerawatan keschatan melalui
Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses
terhadap pclayanan keschatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori,
mampu  mempunyai  pendidikan  yang  lebih  baik  schingga memperoleh
pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan
meningkatkan dcerajat  keschatan  masyarakat dan  memperpanjang  usia
harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup mcrupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kescjahtcraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat keschatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup
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yang rendah di suatu dacrah harus diikuti dengan program pembangunan
keschatan, dan program sosial lainnya termasuk keschatan
lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan
kemiskinan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 scbesar
66,37 menempati urutan 11 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat,
sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 66,43 tetapi

masih cukup rendah yaitu masih di posisi 11.

e Angka Mclck Hurufl

Angka Melek Hurul (AMH) dewasa digunakan untuk mengetahui atau
mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama
di daerah pedesaan, sclain itu juga untuk menunjukkan kemampuan
penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

Angka Melek Hurul juga dapat menunjukkan kemampuan untuk
berkomunikasi sccara lisan dan tertulis, schingga AMH dapat dipakai sebagai
dasar kabupaten untuk meclihat potensi perkembangan intelektual sckaligus
kontribusi terhadap pecmbangunan daerah.

Angka Meclck Huruf Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka mclek hurul scbesar 88,30%,
artinya bahwa di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 masih ada 11,70%
penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun 2012
AMH yaitu sebesar 89,07% yang artinya masih ada 10,93 % penduduk usia 15

tahun ke atas yang buta huruf.

e Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sckolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi
investasi pendidikan individu. Sctiap tahun tambahan sckolah diharapkan
akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Dilihat dari rata-rata lama sckolah, tingkat pendidikan penduduk
Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 masih ditingkat pendidikan dasar ini
dilihat dari rata-rata lama sckolah yaitu 6,68 dan kondisi ini sccara kualitatif
mengalami perubahan yang cukup berarti di tahun 2012 yaitu 7,11. Hal ini
menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya untuk mcndorong peningkatan jenjang pendidikan, dimana untuk
meningkatkan angka rata-rata lama sckolah membutuhkan berbagai

komponen didalamnya.
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Tabel 2.12
dikator Makro Bidang Pendidikan Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

3 Tahun
"No Tolak Ukur
o 2009 2010 2011 2012 2013
] 1 | Angka Melek Huruf (Thn) 86,66 95,5 97,3 97,84 ‘ 97,86
2 Rata-Rata Lama Sekolah (Thn) 6,36 6,57 6,68 7,11
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
a. APK SD 117,04 115,24 114,22 115,71 112,94
b. APK SMP 80,86 82,89 85,92 89,04 90,89
c. APK SMU 35,25 71,72 73,42 73,99 79,8
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
a. APM SD 71,78 83,09 94,54 97,12 98,45
b. APM SMP 59,21 63,13 69,8 73,07 75,71
c. APM SLTA 17,65 28,09 53,52 53,96 65,54

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Rayu 2013

Pengeluaran per Kapita Discesuaikan

Pengeluaran perkapita, PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan

untuk menggambarkan daya beli masyarakal. Standar UNDP maksimal Rp-
737.720,- yang mcrupakan proycksi dari daya beli tertinggi. Pengeluaran per
Kapita disesuaikan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 menempati urutan
S dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 626,220
(ribu) dan meningkat menjadi Rp. 629,72 (ribu) serta masih menempati urutan

kelima di Kalimantan Barat.

B. Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya menjadi salah  satu
masalah yang perlu mendapatkan  perhatian dalam pembangunan
dacrah. Tahun 2011 prosentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya

6,67%, tahun 2012 mengalami penurunan dengan persentase 6,27%.

TABEL 2.13
PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
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Persebaran penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih terpusat di
perdesaan/pesisir. Penduduk miskin di perdesaan secbagian besar bekerja di
sektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan
cenderung  Iebih - tinggi  dari perkotaan. Masyarakat miskin perdesaan
dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya
pemilikan lahan, banyaknya rumahtangga vyang tidak memiliki asset,
terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik,

degradasi sumbcer daya alam dan lingkungan.

Umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan
sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak schat. Penanganan
kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya terus mendapatkan perhatian yang
serius, mengingat pada awal pembentukan Kabupaten Kubu Raya, kemiskinan
menjadi isu strategis yang harus scgera mendapatkan perhatian  dalam
pengentasannya. Hasil program pengentasan kemiskinan di kabupaten Kubu
Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara significant

Tabel 2.14

Persentase Persebaran Kemiskinan di Kab. Kubu Raya
Tahun 2011

2.83%
Kec. Terentang 330

Kec. Teluk Pakedai 5.62
30,45%
Kec. Sungai Raya ik 29,52
Kec. Sungai Ambawang "o
Kec. Rasau Jaya 2,93%
Kec. Kubu . 8,10%
Kec. Kuala Mandor B _eos
18,65%

19,34%
18,95%

Kec. Surigai Kakap

10,06
Kec. Batu Ampar 10 36

0,00%  5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Penduduk Miskin RT Miskin Kepala Keluarga (KK)

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Scjak  tahun 2011, diluncurkan peningkatan dan perluasan program
yang ditujukan untuk masyarakal berpenghasilan rendah dan termarjinalkan.

Program tersebut dituangkan dalam Klaster keempat, vaitu Program yang
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diarahkan untuk meclengkapi berbagai program  dan kegiatan yang telah
dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan dan
diarahkan  pada tiga kelompok masyarakat, yaitu masyarakat nelayan,
masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat dacrah tertinggal yang
dilaksanakan sccara terpadu.  Pclaksanaan program  penanggulangan
kemiskinan sangat tergantung dari upaya pelaksanaan pembangunan di
bidang lainnya scrta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program
penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan pemberian perlindungan sosial
bagi masyarakat miskin, telah dilaksanakan berbagai program seperti RASKIN
(program beras untuk masyarakat miskin), Jamkesmas (program jaminan
keschatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, dan PKH (program keluarga
harapan). Pada tahun 2011, melalui program RASKIN telah disalurkan beras
bersubsidi schanyak 7,36 ton bagi 49.986 rumah tangga sasaran. Sementara
itu, pada tahun 2012, program RASKIN akan diarahkan bagi 27.180 rumah
tangga sasaran (RTS-PM) dengan alokasi 15 kg per rumah tangga sasaran
selama 12 bulan atau keseluruhan beras yang disalurkan sebanyak 40,7 ton.
Di tahun 2013 direncanakan akan disalurkan beras kepada penduduk miskin
secbanyak 39,3 ton yang akan ditecrima scbanyak 26.248 KK. Penurunan
penyaluran raskin dari tahun ke tahun, disarkan oleh perubahan data

penduduk miskin yang masih mengacu kepada data BPS.
C. Ketenagakerjaan dan Pengganguran

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan
Jjumlah angkatan kerja scbesar 6,95% dibandingkan tahun 2010 sebesar
237.118 orang menjadi 253.598 orang pada tahun 2011 ini berbanding terbalik
dengan pengangguran yang mengalami penurunan dari 14.713 orang di
tahun 2010 menjadi 11.468 di tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi
penurunan jumlah angkatan kerja scbesar 227.891 orang akan tetapi terjadi
peningkatan  jumlah  penganguran  scbesar  13.808  orang, Gambaran
ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2012 dikemukakan
pada tabel berikut

Tabel 2.15

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012

No. Indikator Satuan | 2009 2010 2011 2012
1. | Angkatan kerja Orang | 239.108 | 237.118 | 253.598 | 227.891
2. | Jumlah Pengangguran | Orang | 17.220 | 14.713 11.468 13.808

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Ir-11



Indikator yang terpenting dalam  ketenagakerjaan adalah  Tingkat
Partisipasi Angkatan Kcrja (TPAK), yaitu rasio dalam persen antara jumlah
angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun
ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya pada tahun
2012 scbesar 66,17 % dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 73,26%, maka angka tersebut turun 7,09%.

Indikator lain yang cukup penting adalah Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), yaitu rasio dalam pcersen antara jumlah pengangguran terhadap
angkatan kerja. Angka TPT Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 scbesar 6,06%,
naik 1,54% dari tahun 2011 sebesar 4,52%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkal pengangeguran terbuka
> o R S ta te)

dapat dilihat pada Tabel 2.17 scbagai berikut :

Tabel 2.16

Tingkat Partisipasi Angkatan Kcrja (TPAK) dan Tingkat Pcngangguran Terbuka
(TPT) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2012

No. | Indikator 2009 | 2010 |2011 2012
b 1_ . Tingkat Partisipasi Angkatan | 69,89 69,57 73,26 ' 66,17
| Kerja (TPAK)
> Tingkat Pcngangguran Terbuka | 7,20 6,20 4. 52 6,06
ot LTPT)

Sumber : BPS l(éf:)dpatcn Kubu Raya 2013

Masalah dalam bidang kectecnagakerjaan adalah rendahnya pendidikan
para pencari kerja (rata-rata lulus S /sederajat), keterampilan relatil terbatas
sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja industri, demikian juga
scrapan tenaga kerja discktor pertanian vang terus menurun,  Sebagian besar
angkatan kerja, pada tahun 2012 bekerja di - scktor pertanian yaitu sebanyak
101.004 orang, pada usaha industri 14.643 orang, pcningkatan scrapan tenaga
kerja justru terjadi di scktor konstruksi scbesar 19.865 orang, perdagangan
sebanyak 41.520 orang, transportasi 6.273 orang, lembaga keuangan 2.696,

Jjasa kemasyarakatan 27.356 orang.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Agama
A. Seni Budaya

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman  nilai-nilai budaya,
perlindungan dan pemeliharan cagar budaya baik di daratan maupun di
bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama

dengan berbagai dacrah dan luar ncgeri.

I1-15



Benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak, yang
terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Jumlah benda
cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2012 sebanyak 17 unit
antara lain Makam ismail mundu, Makam Panglima Raja Kubu, Keraton Kubu,
Pekong tengah Laut scdangkan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kubu

Raya sekitar 59 yang menycebar di beberapa kecamatan.

Pada Tahun 2012 banyaknya wisatawan nusantara (wisnus) yang
tercatat oleh Dinas Kcbudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kubu Raya secbanyak 54.120, sedangkan kunjungan wisatawan

mancanegara (Wisman) pada Tahun 2012 sebanyak 3.735 orang.

B. Agama

Salah satu butir yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945
adalah Negara menjamin kehidupan beragama dan senantiasa
mengembangkan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan. Secjauh
ini kehidupan antar umat bceragama  di Kabupaten Kubu Raya sangatlah
harmonis. Hal mana ditunjukkan dcngan sikap saling toleransi dan
menghargai satu sama lain. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2012, secbagian besar penduduk
Kabupaten Kubu Raya memecluk Agama Islam yaitu 410.186 jiwa atau
78,55%, kemudian Budha 39.290 jiwa atau 7,52%, Protestan 38.805 jiwa atau
7,43%, Katholik 27.398 jiwa atau 5,25%, Hindu 3.889 jiwa atau 0,78% dan
paling terakhir pcmcluk agama konghucu 2.606 jiwa atau 0,50%.

Untuk mengambarkan kondisi sebaran pemeluk agama dan tempat
ibadah di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.17 dan tabel 2.18
sebagai berikut :

Tabel 2.17

Banyaknya Pemcluk Agama Dirinci Menurut Agama
Kabupaten Kubu Raya 2012

rKeterangan Islam Katholik | Protestan | Budha | Hindu | Konghucu

Jiwa 410.186 | 27.398 | 38.805 | 39.290 | 3.889 2.606

Persentase 78,55 5,25 743 | 7,92 0,78 0,50

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013

Tabel 2.18

Banyaknya Rumah Ibadah Dirinci Menurut Agama
Kabupaten Kubu Raya 2012

~ Islam Katholik | Protestan l Budha Hindu Konghucu
 Masjid | Surau Gereja Gereja Vihara Pura Kelenteng
YA 506 (s, 33 38 5 8

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya 2013
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2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Beberapa Indikator yang dapat mengidentifikasi  tingkat kemajuan

pelayanan umum di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19

Kondisi APK dan APM Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009 - 2013

i Tahun
: No Tolak Ukur
- 2009 2010 2011 2012 2013
“1 V Angka Melek Hurut (Thn) 86,66 95,5 97,3 97,84 97,86
2 Rata-Rata Lama Sekoiah (Thn) 6,36 6,57 6,68 7,11
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
a. APK SD 117,04 115,24 114,22 115,71 112,94
b. APK SMP 80,86 82,89 85,92 89,04 90,89
c. APK SMU 35,25 71,72 73,42 73,99 79,8
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
a. APM SD 71,78 83,09 94,54 97,12 98,45
b. APM SMP 59,21 63,13 69,8 73,07 75,71
c. APM SLTA 17,65 28,09 53,52 53,96 65,54

Sumber : BPS Kabupaten Kubui Raya Talwn 2013

Dari angka APK dan APM di atas terlihat bahwa sccara umum kondisi
pendidikan dilihat dari APK dan APM di Kabupaten Kubu Raya relatif lebih
baik dari tahun ke tahun. Fenomena lain yang terlihat dari data di atas adalah
semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APK dan APM, yang berarti
semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pula anak yang tidak
meneruskan pendidikan ke  jenjang  vang  lebih  tinggi. Banyak faktor
penyebabnya baik internal maupun cksternal, antara lain ketidakmampuan
secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
sehingga anak diposisikan scbagai salah satu sumber penambah penghasilan
keluarga, terbatasnya akses ke sarana pendidikan di lingkungan terdekat, dan
lain—laill. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya
harus mengambil langkah kcbijakan untuk menghasilkan program dan
kegiatan yang mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan

masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
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Tabel 2.20
JUMLAH REALISASI RKB DAN USB TAHUN 2009-2013
DI KABUPATEN KUBU RAYA
L ) - [ — e .
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Jumlah
No. Komponen 2009 2010 2011 2012 2013

RKB uUSsB RKB usB RKB usB RKB usB RKB uUsB RKB uUsSB

1 SD/SDLB 78 8 88 8 98 6 108 6 118 6 490 34
2 SMP/SMPLB 25 5 25 6 25 5 25 5 25 5 125 26
3 SMA 15 3 14 4 12 2 12 3 14 2 67 14
4 SMK N 5 2 6 1 6 2 N 8 2 8 2 33 9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Reyva. 2013

Indikator lain untuk menggambarkan perkembangan mengembirakan
duania pendidikan adalah angka meclek huruf. Angka melek huruf Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2010 mcncapai 95,5 (tahun) pada Tahun 2011 mencapai
97,3 (tahun) dan pada Tahun 2012 mencapai 97,84 (tahun) da<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>